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PERNIKAHAN bukanlah sekadar
sebuah peristiwa bersatunya sepasang
lelaki perempuan. Sebagai sebuah
’kabar bahagia’ pernikahan perlu di-
sampaikan pada sanak keluarga dan
kerabat. Karena itulah di dalam Islam
kemudian dikenal adanya anjuran, sun-
nah melaksanakan walimatul ‘urs,
mengumumkan mengumumkan
pernikahan. Dalam arti memberitahu-
kan pada masyarakat bahwa pasang-
an itu sudah halal serta memohonkan
doa bagi tamu yang hadir diundang.

Namun sebagai warga dari negara
hukum, pernikahan belum cukup sam-
pai di situ. Artinya, pernikahan yang ter-
jadi perlu dicatatkan pada lembaga
yang memiliki kewajiban mencatatnya.
Tujuannya, untuk memberikan kepas-
tian dan perlindungan bagi para pihak
yang melangsungkan perkawinan.
Mengingat pencatatan perkawinan me-
rupakan salah satu prinsip hukum per-
kawinan nasional yang bersumberkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Artinya, pen-
catatan dan pembuatan akta perkaw-
inan merupakan suatu kewajiban da-
lam peraturan perundang-undangan
perkawinan di Indonesia.

Ironisnya, banyak warga yang meng-
anggap kewajiban mencatatkan perni-
kahan dan membuat akta perkawinan
hanya sebagai kewajiban administratif,
bukan penentu sahnya pernikahan se-
cara hukum negara. Padahal ketika
perkawinan sekalipun dilakukan menu-
rut masing-masing hukum agama atau
kepercayaannya namun tidak dicatat,
dianggap tidak mempunyai kekuatan
hukum. Akibatnya, suami isteri dan
anak-anak yang dilahirkan tidak mem-
peroleh perlindungan hukum dan ini ke-
lak akan sangat merugikan perempuan
dan anak yang dilahirkan.

Lantas bagaimana ‘status’ pernika-
han 192.000 warga Temanggung Jawa
Tengah yang tidak tercatat? Benarkah
dugaan bahwa sebagian adalah perni-
kahan siri dari warga yang masih mu-
da? (KR, 11/12).

Temuan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupa-
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Pentingnya Mencatatkan Pernikahan

ten Temanggung ini menarik dicermati
dan ditindaklanjuti bahkan oleh kabu-
paten/kota lain. Karena hampir pasti, di
seluruh wilayah di Indonesia, realita ini
terjadi. Namun benarkah faktor penye-
bab adalah semata dokumen pernika-
han hilang, memang tidak memiliki
dokumen dan nikah siri atau sistem ti-
dak bisa mengadopsi surat pernikahan
yang dikeluarkan saja?

Agaknya Disdukcapil perlu lebih teliti
dan jeli dalam mengulik faktor penye-
bab. Mengingat acap terjadi di masya-
rakat pernikahan tidak dicatatkan — dan
hanya menikah secara agama — kare-
na ada sebab lain : tidak ingin kehilang-
an uang pension suamifistri. Sebab pa-
sangan tersebut, baik lelaki atau
perempuannya adalah dudal/janda
karena ditinggal mati istri/suami yang
aparatur sipil negara (ASN) serta me-
miliki uang pension. Dengan tanpa
mencatatkan pernikahan (baru) terse-
but ia tetap berstatus janda/duda, tidak
kehilangan ‘hak’ pension yang diting-
galkan suamifistri yang telah mening-
gal.

Apa artinya? Negara masih tetap
membayarkan uang pension suamifistri
yang telah almarhum sementara duda/-
janda tersebut telah menikah kembali.
Mungkin saja, uang pension duda/jan-
da itu tidak banyak bila dilihat per-
orang. Namun ketika banyak yang
melakukan demikian dan terjadi
bertahun-tahun, berapa uang rakyat
yang telah mereka habiskan?

Inilah pentingnya mencatatkan perni-
kahan. Maka sosialisasi untuk edukasi
pentingnya mencatatkan pernikahan,
perlu ditingkatkan. Karena selain men-
catatkan pernikahan jelas memberikan
perlindungan hukum bagi perempuan
dan anak juga akan ‘menyelamatkan’
uang rakyat atau uang negara yang ti-
dak sedikit.

Upaya mengulik lebih dalam bukan-
lah membongkar aib seseorang. Subs-
tansinya jelas, menyelamatkan perem-
puan, anak dan juga uang rakyat.
Mungkinkah problema ini bisa disele-
saikan dengan administrasi kepen-
dudukan yang tertib? O
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Tegakkan Aturan Sekolah Ramah Anak

PENGELOLA satuan pendidikan
harus menegakkan aturan sekolah
ramah anak. Berbagai kasus kekerasan
di kalangan siswa atau pelajar baik fisik,
psikis, verbal, perundungan, penelan-
taran, eksploitasi anak, dan kekerasan
seksual yang terjadi belakangan ini sa-
ngat mengkhawatirkan. Peristiwa terse-
but harus menjadi perhatian bersama pe-
ngelola satuan pendidikan, pemerintah
daerah, masyarakat, dan orangtua.

Di antara beberapa hal yang dapat
menjadi penyebab kekerasan pada anak
di masa pandemi, khususnya dari lingkup
keluarga adalah faktor ekonomi. Problem
keuangan yang dihadapi orangtua saat
pandemi ini sering memicu emosi yang
kemudian dilampiaskan sebagian orang-
tua kepada anak. Kesulitan yang dialami
anak saat pembelajaran daring yang ti-
dak setiap orangtua siap dan mampu
mendampingi juga andil dalam menye-
babkan kekerasan pada anak.

Orangtua sebagai pendidik utama dan
pertama harus mempersiapkan anak un-
tuk memasuki lembaga pendidikan,
mempersiapkan anak untuk berinteraksi
dengan dunia luar sekaligus menjaga diri
terhadap siapapun. Bekali anak dengan
ilmu bela diri dan sikap selalu waspada
terhadap segala sesuatu yang belum
dikenal.

Salah satu cara meminimalisir ter-
jadinya kekerasan pada anak adalah me-
nguatkan simpul-simpul keluarga de-
ngan sekolah juga dengan penguatan

antara orangtua dan lembaga pen-
didikan. Lembaga pendidikan harus
menjadi tempat yang aman bagi siswa
untuk memperoleh pendidikan. Jangan
lagi ada kasus kekerasan di satuan pen-
didikan dalam bentuk apapun. Anak ingin
meraih  pendidikan terbaik harus
didukung dan diwujudkan bersama. Oleh
karena itu, pengelola satuan pendidikan
harus menegakkan aturan sekolah
ramah anak. Tidak diperkenankan lagi
ada kekerasan dalam bentuk apapun se-
bagai relasi kuasa baik dari kepala seko-
lah, guru, senior, dan teman sebaya.
Kompetensi kepribadian, sosial, pedago-
gi, dan profesional sebagai guru dan pen-
didik harus dihadirkan di lingkungan
sekolah.

Setiap lembaga pendidikan sebaiknya
menciptakan lingkungan yang ramah
anak, baik dalam keluarga dan sekolah
untuk keberlangsungan pendidikan yang
aman dan kondusif. Pemerintah teruta-
ma Kementerian Pendayagunaan
Perempuan dan Perlindungan Anak se-
baiknya menyiapkan standar lembaga
perlindungan khusus ramah anak.
Lembaga tersebut melakukan upaya se-
cara massif pencegahan kekerasan di
lingkungan pendidikan. Dengan kerja
sama dan kepedulian yang baik antara
orangtua, sekolah dan steakholder terkait
akan dapat menekan terjadinya tindak
kekerasan terhadap anak. O

*) Sri Sunarsih, Kepala SDN
Kejambon 1, Ngemplak, Sleman.

SDGs Desa pada Transmigrasi

TUJUHPULUHSATU tahun trans-
migrasi telah mengabdi pada negeri.
Bukan waktu singkat sejak peristiwa ke-
berangkatan 23 KK (77 jiwa) masyarakat
Sukadana, Bagelen Jawa Tengah menu-
ju Gedong Tataan Lampung, 12 Desem-
ber 1950. Peristiwa akhirnya diperingati
sebagai Hari Bakti Transmigrasi setiap
12 Desember.

Data Ditjen Pembangunan dan Pe-

ngembangan Kawasan Transmigrasi 1 2021 | ¥y
N 1950-2021

(2021) menyatakan bahwa transmi-
grasi telah mendorong terbentuknya
1.529 desa defintif, 454 ibu kota keca-
matan dan 115 ibu kota kabupaten.
Bahkan ada dua ibukota provinsi baru
berasal dari pemukiman transmigrasi
yaitu Mamuju ibukota Sulawesi Barat
dan Tanjung Solor ibukota Kalimantan
Utara.

Transmigrasi turut membenahi kehi-
dupan masyarakat baik dari aspek ke-
wargaan dan kewilayahan. Pada aspek
kewargaan, transmigrasi telah mem-
berikan peningkatan kesejahteraan
transmigran melalui pemberian kesem-
patan kerja. Juga akses mengolah la-
han, pemberian bantuan modal dan
sarana prasarana produksi. Pada aspek

Azsep Kurniawan

namis dan budaya desa adaptif.

Tidak semua 18 poin di SDGs Desa
harus ada pada transmigrasi. Pemukim-
an transmigrasi yang tidak ada laut ma-
ka tak perlu bersentuhan dengan SDGs
ke-14 (desa peduli lingkungan laut).
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pendidikan, transmigrasi telah mem-

bekali transmigran dengan pelatihan se-
belum dan setelah penempatan.

Pada aspek kewilayahan, transmigrasi
telah membangun 1.226,9 km jalan,
2.156,5 m jembatan, 9.750 unit pemu-
kiman transmigrasi, 2.248 unit sarana
air bersih dan masih banyak lainnya. Ini
berdasar Laporan Capaian Empat
Tahunan Kemendesa PDT Transmigrasi
2015-2019. Artinya prasyarat agar
kawasan bisa maju sudah terpenuhi se-
cara bertahap.

Kelembagaan Desa

Relevan dengan kedua aspek tersebut,
maka tema peringatan Hari Bakti Trans-
migrasi Ke-71 tahun ini adalah Transmi-
grasi Wujud Nyata Implementasi SDGs
Desa untuk Pembangunan Berkelan-
jutan. Suistanable Development Goals
(SDGs) Desa merupakan pembumian
SDGs (global) dengan menambahkan
point ke-18 yaitu kelembagaan desa di-

SDGs Desa bisa menjadi alat pindai
apakah masih ada yang tertinggal dalam
pembangunan transmigrasi.

Ada keterkaitan erat antara transmi-
grasi dan desa. Karena selama ini pemu-
kiman transmigrasi berada di wilayah
desa definitif. Juga banyak pemukiman
transmigrasi berkembang menjadi desa
definitif baru. Dan kini transmigrasi
terus berbenah. Salah satu isu penting
saat ini yang juga mendukung imple-
mentasi SDGs Desa adalah revitalisasi
kawasan transmigrasi. Revitalisasi
kawasan transmigrasi ini mendukung
SDGs Desa no 8, 9, 10 dan 11 (pertum-
buhan ekonomi desa merata, Infra-
struktur dan ekonomi desa sesuai kebu-
tuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan
pemukinan desa aman dan nyaman).

Menurut Menteri Desa PDT
Transmigrasi, sampai 2024 tidak ada lagi
penambahan kawasan transmigrasi
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baru, namun pada revitalisasi kawasan.
Ada 52 kawasan transmigrasi yang men-
jadi prioritas nasional sesuai RPJM
Nasional tahun 2020 — 2024. Revitalisasi
bertujuan untuk perbaikan infrastruk-
tur, ekonomi, pengembangan sosial bu-
daya di kawasan transmigrasi.
Kemitraan
Peningkatan pertumbuhan ekonomi
bisa dilakukan dengan kemitraan.
Kemitraan ini untuk memastikan
produk-produk yang dihasilkan
transmigran bisa diserap pasar.
Kalau dulu biasanya penempatan
tarnsmigran dulu baru kemudian
dipikirkan pasarnya, maka sekarang
polanya harus dibalik. Sebelum pen-
empatan, disiapkan dulu pasarnya
baru kemudian penempatan.
Pengembangan sosial budaya di
kawasan transmigrasi berfokus pada
bagaimana mensinergikan antara
transmigran penduduk asal (TPA)
dan transmigran penduduk setempat
(TPS) baik dalam budaya kerja, adat
istiadat dan kearifan lokal yang ada.
Maklum kadang timbul resistensi
dari TPS terhadap pendatang.
Komunikasi dua arah bisa menjaga
integrasi sosial yang telah dibangun.
Sebagai sebuah program — bukan
proyek — transmigrasi masih bisa be-
radaptasi dengan kondisi sekarang.
Meski sekarang transmigrasi itu urusan
pilihan bagi daerah. Transmigrasi terus
membangun negeri dan menjadi bukti
implementasi SDGs Desa. [
*) Azsep Kurniawan, Fungsional
PSM Kemendesa PDT Transmigrasi
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Digitalisasi Bank Daerah

PADA presidensi G20 Indonesia yang
bertema recover together, recover stronger
ditemukan fenomena bahwa menguat-
nya kinerja ekonomi global khususnya
negara maju, diikuti dengan naiknya
tekanan inflasi. Kondisi ini juga men-
dorong perubahan kebijakan yang lebih
ketat, sehingga pemulihan yang tidak
merata berpotensi semakin parah. Dunia
perbankan pun tidak terlepas dari
volatilitas global ini. Tuntutan perubah-
an yang cepat untuk bertahan di masa
pandemi bahkan meraih peluang baru.
Peluang baru yang dapat dimanfaatkan
bank adalah terjadinya perubahan pola
hidup dan pola transaksi dari konven-
sional menjadi digital.

Tren pembayaran digital yang
meningkat selama pandemi membuat
bank sentral ~mempertimbangkan
adanya ancaman jangka panjang ter-
hadap uang kertas yang selama ini mere-
ka suplai. Bisa dibayangkan jumlah kon-
sumen digital di Asia Tenggara diprediksi
bisa mencapai 350 juta hingga akhir
tahun ini. Kemudian jumlah pembeli on-
line di Asia Tenggara mencapai 380 juta
pada 2026. Dari jumlah tersebut,
Populasi konsumen digital Indonesia
diprediksi tumbuh sekitar 15%, dari 144
juta pada 2020 menjadi 165 juta pada
akhir 2021ini. Hingga Oktober 2021,
transaksi uang elektronik tumbuh
55,54% y oy menjadi Rp 29,23 triliun.

Menurut laporan We Are Social dan
Hootsuite (2021), pengguna mobile phone
di Indonesia 98,3%, pengguna gadget
seperti laptop, tablet, dan smartwatch
sebesar 74,7%, 18,5%, dan 13,3%. OJK
menganggap bahwa perkembangan ini
merupakan peluang bagi bank yang da-
pat merespons dengan digitalisasi per-
bankan. Tak hanya transaksi uang elek-
tronik yang mengalami peningkatan fan-
tastis, transaksi digital banking juga

Suparmono

mengalami kenaikan. Pada periode yang
sama, nilai transaksi digital banking
meningkat 63,31% y o y menjadi Rp
3.910,25 triliun.

Tantangan dan peluang tersebut juga
dihadapi bank daerah yang operasional
dan target pasarnya juga secara lokal.
Menjadi tantangan tersendiri bagi bank
daerah dalam merespons perubahan ini
menuju bank digital. Diperlukan sumber
daya yang memadai, tuntutan investasi
teknologi yang tinggi, serta perlu penye-
suaian terhadap target demografi pasar.

Garda Depan

Bank BPD DIY sebagai bank daerah,
menjadi garda depan dalam penerimaan
daerah. Adaptasi pencapaian penerapan
teknologi, mengembangkan inovasi pro-
duk, dan perluasan channel pembayaran
merupakan suatu keniscayaan.

Mensinergikan dengan peme-

Keyakinan yang memperkuat BPD
DIY untuk mampu merespons perubah-
an cepat pada kondisi pandemi telah ter-
bukti dengan diraihnya berbagai predi-
kat dan penghargaan yang relevan. Bank
Penerima  Setoran-Biaya  Penye-
lenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH)
Terbaik 2020, The Best Cooperation
Programs to Implement Regional
Government Information System (SIPD)
2021, The Best Financial Performance
During September 2020, Bank dengan
predikat ‘Sangat Bagus’ 25 tahun bertu-
rut-turut. Selain itu, BPD DIY juga men-
jadi Pemenang TOP BUMD Awards 2021
dan Indonesia TOP Banks Award 2021,
serta Unit Usaha Syariah dengan
Predikat ‘Sangat Bagus’ untuk Kinerja
Tahun 2020 — Infobank Sharia Awards
2021. O

*) Dr Suparmono MSi, Ketua

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN,
Peneliti Senior Sinergi Consulting, dan
Pengurus ISEI Yogyakarta

rintah daerah DIY yang menjadi
mitra utama sekaligus share-
holder yang saat ini telah
melakukan digitalisasi transak-
si. Cash Management Sistem

(CMS) dan digitalisasi peneri- | dugaan pelecehan di BEM

maan daerah semakin mem- -- Bikin jera pelaku pelecehan di
perkuat BPD DIY mentransfor- kampus !

masi diri kearah bank digital sesese

tersebut. Pelayanan PBB, pajak
daerah, pajak kendaraan bermo-
tor (e-Samsat), dan e-Retribusi.
Transaksi tersebut dapat di-
lakukan melalui Mobile Banking
Bank BPD DIY (BPD DIY
Mobile), Laku Pandai, ATM,
EDC, QRIS. Selain itu Bank
BPD DIY bekerjasama dengan
Fintech, e-commerce merupakan
bentuk yang harus dilayani.

Rektor Unsoed lakukan pengusutan

Cegah stunting dengan 8.000 HPK
-- Gerak cepat, cegah stunting sejak
Jini

Koperasi tidak sehat harus merger
-- Perlu jelas, merger dengan siapa?
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